
 
 

 

 

GUBERNUR JAWA TIMUR 

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR   

NOMOR  34 TAHUN 2021   

TENTANG                                                  

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR  

NOMOR  83  TAHUN  2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2012 

TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN SEBAGAIMANA 

TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR 

NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG 

BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR JAWA TIMUR,  

 

Menimbang  : bahwa dalam rangka meningkatkan aspek akuntabilitas 

pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat 

miskin oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar lebih 

berhasil guna, perlu dilakukan perubahan terhadap 

Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2015 tentang  Petunjuk 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 

Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat 

Miskin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan 

atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 

2012 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin. 

   

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan 

Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur 

(Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950); 

     2. Undang-Undang . . . 
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2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573); 

3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 

2012 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin 

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 

Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 

Jawa Timur Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 

2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi 

Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bantuan 

Hukum Untuk Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah 

Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 3 Seri D, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 

50); 

4. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 83 Tahun 2015 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi 

Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bantuan 

Hukum Untuk Masyarakat Miskin sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur 

Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan 

Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang 

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin; 

   

MEMUTUSKAN:   

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 83 TAHUN 

2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN 

DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2012 

TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN 

SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN 

DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2015 

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH 

PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG 

BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN. 

Pasal I . . . 
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Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur 

Nomor 83 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2012 

tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi 

Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2012 

tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin (Berita 

Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 83 Seri E) 

diubah sebagai berikut: 

  

1. Ketentuan Pasal 1 angka 10 diubah sehingga Pasal 1 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan: 

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi 

Jawa Timur. 

2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur. 

3. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan 

oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma 

kepada Penerima Bantuan Hukum.  

4. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok 

orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk 

Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang 

mengajukan permohonan Bantuan Hukum. 

5. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok 

orang miskin.  

6. Masyarakat miskin adalah orang perseorangan atau 

sekelompok orang yang memiliki identitas 

kependudukan yang sah di Provinsi Jawa Timur yang 

kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin dan 

dibuktikan dengan Kartu Keluarga Miskin atau Surat 

Keterangan Miskin dari Lurah atau Kepala Desa. 

7. Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan 

Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi 

layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.  

8. Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang 

dilakukan melalui jalur pengadilan untuk 

menyelesaikannya.  

9. Non litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum 

yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk 

menyelesaikannya.  

10. Verifikasi . . . 
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10. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran formal 

yang bersifat administratif pada pemenuhan 

kelengkapan laporan, pernyataan, dan dokumen yang 

diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum dengan 

mempedomani persyaratan permohonan dana bantuan 

hukum untuk masyarakat miskin.  

11. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi 

Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi 

dan Akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan 

Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan 

Hukum.  

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang 

selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur.  

13. Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi anggaran 

pada  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Provinsi Jawa Timur untuk Penyelenggaraan Bantuan 

Hukum yang sesuai dengan maksud Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. 

14. Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan 

tiap tahun oleh Pemerintah Daerah Provinsi untuk 

membiayai pelaksanaan Bantuan Hukum.  

15. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah 

Provinsi Jawa Timur.  

2. Di antara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 1 (satu) pasal 

yakni Pasal 36A  sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 36A 

Bantuan Hukum bertanggung jawab secara formal dan 

material atas pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan 

hukum yang dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum 

serta kebenaran dokumen yang diajukan oleh Pemberi 

Bantuan Hukum kepada Gubernur melalui Biro Hukum 

dalam pengajuan permohonan dana Bantuan Hukum. 

3. Ketentuan Pasal 38 ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf, yakni 

huruf d sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:  

Pasal 38 

(1) Pemberi Bantuan Hukum dikenakan sanksi 

administratif apabila tidak: 

a. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima 

Bantuan Hukum hingga permasalahannya selesai 

atau telah ada putusan yang telah berkekuatan 

hukum tetap terhadap perkaranya; 

b. melayani . . . 
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b. melayani Penerima Bantuan Hukum sesuai dengan 

prinsip-prinsip pelayanan publik; 

c. memberikan perlakuan yang sama kepada 

Penerima Bantuan Hukum, tanpa membedakan 

jenis kelamin, agama, kepercayaan, suku, dan 

pekerjaan serta latar belakang politik Penerima 

Bantuan Hukum dan bersikap independen 

memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima 

Bantuan Hukum hingga permasalahannya selesai 

atau telah ada putusan yang berkekuatan hukum 

tetap terhadap perkaranya;  

d. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan 

Bantuan Hukum kepada Gubernur melalui Biro 

Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 

ayat (1).  

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada  

ayat (1) berupa teguran secara tertulis.  

 

Pasal II 

 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita 

Daerah Provinsi Jawa Timur.  

 

Ditetapkan di Surabaya 

pada tanggal   2 Juni 2021                       

 

GUBERNUR JAWA TIMUR, 

 

ttd. 

 

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


